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4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ; 

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3186) ; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ; 

Lirigkbngan Propihsi Jawa Tengah; 

Nomor 13 
Daerah-daerah 

ten tang 
Dalali 

Tahun 1950 
Kabupaten 

1. Undang-undang 
Pembentukan 

c. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan 
Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian 
nama jalan ; 

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum 
dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 
menemukan sesuatu alamat, maka dipandang perlu 
memberikan nama-nama jalan bagi jalan-jalan 
tertentu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Banyumas ; 

: a. bahwa jal~n sebagai salah satu prasarari~ perhu 
bungan mempunyai peranan yang penting terutaaa 
yang menyarigkut perwujudan perkembangart antar 
daerah yang seimbang dan pemerataan hasii pem 
bangunan serta pemantapan pert~hanan dan ke8.lla 
nan nasional dalam rangka mewujudkan sasaran 
pembangunart nasional ; 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud densan: 
a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati· Kepala Daerah Tinskat II 

Banyumas; 

Pasa.l 1 

KETHNTUAN UKUK 
BAB 1- 

PRRATURAN DARRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARYU 
MAS TKNTANG MAKA JALAN 

Menetapkan 

M E M U T U I K A N 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
, Daerah Tingkat II Banyumas 
'--- 

9. Peraturan Daerah K~bupaten Daerah Tingkat II 
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, 
Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 
(Lembaran Daerah labupaten Daerah Tingkat II 
Banyumas Seri D TahQn 1986 Nomor 5) 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan 
Peraturan Daerah Perubahan ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam 
Bidahg Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada 
Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat !I (Lembaran 
Negara Republik Indpnesia Tahun 1990 Nomor 26, 
Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3410) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang 
I Penyerahan Sebagiin Urusan Pemerintahan Dl 

Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3353) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1970 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3293) ; 

.,.? . 
,., 



3 

(2) Pada dasarnya dalam satu kota, satu nama jalan hanya dapat 
diberikan bagi satu jalan, kecuali dengan menggunakan tamba 
han kode angka atau arah mata angin. 

dipandang (1) Terhadap jalan-jalan tertentu di Daerah yang 
strategis, perlu diberikan naroa jalan. 

Pasal 3 

PEKBERIAN NAKA JALAN 
BAB III 

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah 
a. memberikan dasar hukum bagi pemberian nama jalan di Daerah; 
b. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menemukan suatu 

alamat ; 
c. memberikan pedoman pembinaan, penertiban dan pengawasan pembe- 

rian nama jalan di Daerah. ·\~ 

Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 
BAB II 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ; 

c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas; 
d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Daerah Tingkat II Banyumas; 
e. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas; 
f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam benttik 

apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan peleng 
kap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas; 

g. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan 
ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, 
dan rata-rata jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien ; 

h. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan peng~mpu 
lan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kece 
patan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi ; 

i. Jalan lokal adalah jalan yang melayani · angkutan setempat 
dengan ciri-ciri pet3alanan jarak dekat1 kecepatan rata-rata 
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi ; 

j. Jalan lingkungan adalah jalan yang berada dilingkungan 
perumahan dan permukiman yang tidak berada di tepi jalan 
arteri, jalan kolektor atau jalan lokal. 

k. Nama Jalan adalah Nama yang diberikan bagi ruas jalan tertentu 
di Daerah; 



(1) Setiap orang dilarang me~beri, merubah atau menghapus nama 
j a Lan , 

L A R A N G A N 

BAB IV 

(2) Bentuk, ukuran, isi dan tata letak pemasangan papan nama 
jalan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala 
Daerah. 

(1) Pada jalan yang telah diberi nama jalan dipasang papan nama 
j a I an . 

Pasa.l 7 

Perubahan dan penghapusan nama jalan hanya dapat dilakukan 
berdasarka.n per-setujuan Dewan Per't<lakilan Rakyat Daerah, kecuali 
perubahan dan penghapusan nama jalaa bagi jalan lingkungan. 

Pasal 6 

(1) ayat jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Bupati Kepala Daerah. 

(2) Pemberian nama 
ditetapkan dalam 

(1) Pemberian nama jalan berdasarkan nama binatang, nama tumbuh 
tumbuhan atau nama benda lainnya diperuntukan bagi jalan 
lingkungan. 

Pasal 5 

(2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah 
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

(1) Pemberian nama jalan berdasarkan aspek historis hanya dipe 
runtukan bagi jalan arteri, jalan kolektor atau jalan lokal ; 

Pasal 4 

(3) Pemberian nama jalan didasarkan pada aspek historis, nama 
binatang, nama tumbuh-tumbuhan atau nama benda lainnya. 



(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan 
koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum. 

(~) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat keja 

dian serta melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang dipe~lukan dalam hubungan 

dengan pemeriksaan perkara; 
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peris 
tiwa tersebut bukan merupakan tindak ~idana dan selan 
jutnya melalui Penyidik Umum memberit~hukan hal tersebut 
kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper 
tanggung jawabkan. 

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak 
pidana sebagaim&na dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan 
juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerin 
tah Daerah, yang pengangkatanhya ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perlindang-undangarl yang berlaku. 

Pasal 10 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(1) Barang siapa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 
(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima 
puluh ribu rupiah). 

Pasal 9 

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 
BAB V 

(2) Setiap orang dilarang mengambil, merusak atau memindahkan 
papan nama jalan. 



Disahkan oleh . 
dengan Surat Keputusan 
Nomor - . 
Tanggal , . 

TINGKAT II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH 
II 

Purwokerto 
Juni 1994 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 20 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 13 

dicabut menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Peratura.n 
dinyatakan 

jnlan yang telah ada ~eb~lu~ berlakunyu 
d mvat akan t e t ap berlaku sampa i derigan 

Nam a+n ama 
Daerah ini 

l?~sal 12 

KETEN'l'UAN PERALIHAN DAN PllNUTUP 

BAB VII 

(2) Untuk kepentinian pembinain dan pengawasan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya 
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 
bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
Peraturan Daerah ini. 

' I Pasal ll 

PBKBINAAN DAN PRNGAWASAN 
BAB VI 



Daf.am rangka :meningka.tkan tertib administrasi, membe rd.kan ke 
pastian hukum d an memberikan 1temudahan !~epada ~:,iasyarakat da - 
lam menemukan suatu aj ama t , maka. dipandang per'Lu ada.nya pembe 
r:i-~ naua jalan bagi jalan-jalan tertentu di Daera.."t-i ya:ng di - 
pandang strategis. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, 
:i,naka perlu ad anya Peraturan Daer-ah yang illeng2.tur tentang tata 
car a pember-i.an nama=nama j 8l8n. 

DaJ.am kedudukan d an perana.n jalan seperti tersebut di atas 
maka pembinaan j aj an sebagai aal.ah sa.tu bagian dari pembina 
an pr-aear ana perhu bung an :m.eli oatkan unsu..r rakyat dan Pemeri!!; 
t ah , sehingga pe Lakaanaan pongatur-annya di tuju1r.an kepada ma 
syaxakat dan Pemerintah. Dalam. hubungaruiya dengan ini setiap 
pembinaan jalan memerlukan kese:paka.tan at as perig ena'Lan masa 
Lah sasaran pokck yang harus dilandasi oleh jiwa pe ngabd i.an 
dan tanggung j awab terhadap negara dan bangsa, oleh karena : 
itu pemni.naan jalan harus d.i.Lakukan secara konse:psional dan 
menyeluruh sert a dengan mempe rhat Lkan sebes2X-:-besarnya ke_pe!!; 
tingan U111um. 

Dalam rangka yang demikian, maka ·. jalan mempunyaa per anan 
yang penting d a.Lam mewujudkan aaaar an pembangurran nasional, 
seperti pemerataan pemban~W1an dru1 hasil-hasilnya yang menu 
ju pad a tercipa.tanya ir:eadilan sosial bag i e e Lur'uh rakyat,per. 
t umbuhan ekono:mi yang cukup tinggi d an stabili tas nas.i onal. 
yang seha.t dun dinamis, serta. d a.Lam j angka :,_Janj ang tercipta 
nya landasan yang kuat untuk tuBbuh d an berkeLJ.bang atas ke1:C£ 
atan sendiri, menuju suatu masyar-akat Indonesia yang ma.ju, a 
dil d an makmrr berdasarkan Panc aaa.La d an Und ang=und ang Da.sar 
1945. 

Jalan sebaga.i s al ah satu pr aaar-ana pe.rhu oungan pad a hakekat 
nya. mer upakan unsur penting d aLam usaha pengemjsangan kehidu_£ 
an bangs a d an pemrd.naan kaaatuan dan persatuan bangs a untuk 
menc apaa tujuan na.sional, yang · hendak d Lwu jud'kan melaJ.ui - 
ser angkai an pr'cgr am pembangurian yang menye.Lur'uh , terarah dan 
terpadu serta ber Langeung sec ar a berl-cesina.L1bunga.n. 

I • l?EN JELAS.AN ID·.TlJl'~ 

NAlVIA JAL.AN 

TENTA..1\TG 

FERATDR.AN DAE?..AH KABUPATEJ\T DAZILili TING1:} .. T II BANYITTlLAS 

NOI'IOR 7 TAHffif 1994 

AT AS 

PENJELAS.AN 

(, . 



Cukup jelas 

sini 
segi 

Pengertian jalan di 
adalah dilihat dari 
per an an j a Lan . 

milik daerah patok-patok 
jalan. 

lengkapan jalan" antara lain 
rambu-rambu jalan, rambu 
rambu lalu lintas, tanda 
tanda jalan, pagar pengama 
nan lalu lintas, pagar 
daerah milik jalan dan 

per- yang dimaksud dengan 

dapat dipisahkan dari jalan, 
antara lain jembatan, pon 
ton, lintas atas (overpass), 
lintas bawah (underpass), 
tempat parkir, gorong 
gorong, tembok penahan dan 
saluran air jalan. Sedang 

dengan 
j a I an " 
tidak 

Yang dimaksud 
"banguna.n pelengkap 
adalah bangunan yang 

Yang dimaksud dengan anak 
kalimat "dalam bentuk apa 
pun" dimaksudkan pengertian 
jalan tidak terbatas pada 
bentuk jalan yang konven 
sional (pad a permukaan 
tanah), akan tetapi termasuk 
juga jalan yahg melintasi 
sungai besar, danau atau 
laut, jalan di bawah permu 
kaan tanah dan air (tero 
wongan), dan jalan di atas 
permukaan tanah (jalan 
Layang ) . 

kereta api, jalan lori dan 
jalan kabel. 

jalan misalnya 

menurut Peraturan 
adalah jalan rel, 

tian jalan 
Daerah ini 
seperti 

Tidak termasuk dalam penger- 

Cu kup .j s las. 

Pasal 1 huruf k 

Pasal 1 huruf g s/d j 

Pasal 1 huruf f 

Pa~al 1 huruf a s.d s 

II. PHNJELASAN PASAL DEMI PASAL 



Contoh ~ 
Hal-hal 7ang mengandung 
nilai historls bagi Pemerin 
tah Pusat maupun Daerah, 
misalnya ~ama para pahlawan. 
Sadang hal-hal yang mengan 
dung nilai historis bagi 
Daerah, misalnya certitera 
tentang Adipati Banyumas 

Yang dima'ksu-d dengan "aspek 
h i s t o r i s " . adalah sesuatu 
yang d iar1ggap ~engandung 
ni}ai-nilai historis bagi 
Pem~~intah Pusat maupun 
Daerah, ~ermasuk di dalamnya 
oerl t e r a ·1ec;enda &tau mi 
tologi yani: oleh ~a~ 
diang~a~ · mempunyai nilai 
historis. 

Pemberian nama jalan dengan 
tambahan kode angka misalnya 
J~lan Gunung Slamet I, 
Gunung Slamet II dan seba 
g!inya. Sedang pemberian 
nama jalan dengan kode 
tambahan arah mata angin 
mis~lnya Jalan Gerilya Barat 
dan l•lan Gerilya Timur. 

Pemberian nama jalan dengan 
menggunakan kode tambahan 
angka atau arah mata angin 
hanya dapat dilakukan bagi 
jalan yang peranannya seke 
las/setingkat. 

• 

yang ditetapkan menu rut 
Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

lfain matan dan kota-kota 

Kabupaten, kota tempat 
kedudukan Pembantu Bupati, 
kota tempat Ibukota Keca- 

"ko t a" 
Ibukota 

Yang dimaksud dengan 
adalah kota tempat 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 3 ayat (3) 

Pasal 3 ayat (2) 

Pasal 3 ayat (1) 

Pasal 2 

,. 
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--------- 00 -------- 

Pasal 5 s.d 13 Cukup jelas. 

Persetujuan dituangkan dalam 
bentuk Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pa s a I 4 ayat (2) 

Cukup jelas. Pasal 4 ava t ( 1) 

Kahiman, 
Ragase- 

Pertama R. Joko 
Raden Kamandaka dan 
mangsang. 

? 

\ 


